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Pengumpulan data primer diperoleh secara langsung me-lalui observasi di lapangan dan wawancara mendalam dengan informan. Sedangkan data sekuder diperoleh dari berbagai dokumentasi yang dianggap relevan dengan studi ini.

Teknik analisis data yang digunakan adalah Interactive Model of Analysis. Dalam studi ini, Penulis mempertahankan sejumlah dalil. Pertama, jejaring kebijakan diwujudkan melalui interaksi kolektif antar-stakeholders dengan memperhatikan variabel kebijakan ideal, sasaran, organisasi pelaksana, dan lingkungan kebijakan.

Kedua, keberhasilan jejaring kebijakan ditentukan oleh kepercayaan, komitmen, sumberdaya, aturan, sistem nilai, pemimpin yang inovatif, kepentingan publik, serta pemerataan kesempatan. Ketiga, kepercayaan publik dibangun melalui human relations, kejelasan tujuan, dan komitmen atas nilai yang ditetapkan.

Keempat, pelayanan publik yang baik berdampak positif pada perkembangan dunia pendidikan dengan memperhatikan kepentingan publik. Kelima, sistem nilai mempengaruhi pen-capaian tujuan kegiatan di dalam interaksi sosial. Keenam, jiwa kewirausahaan diperlukan oleh pimpinan di dalam kegiatan tata kelola pemerintahan. Ketujuh, pendidikan yang berkarakter akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.










Dalam kesempatan ini, Penulis menghaturkan penghargaan dan rasa terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi, juga bimbingan dan arahan.

Khususnya, kepada yang terhormat, Prof. Dr. Drs. H. Budiman Rusli; (Alm) Prof. Dr. Drs. H. Asep Kartiwa, SH, MS; Ibu Dr. Dra. Hj. R. Ira Irawati, M.Si; Prof. Dr. Drs. H. Tachjan M.Si; Dr. Dra. Hj. Sintaningrum. MT; Yogi Suprayogi Sugandi, S.Sos., M.A., Ph.D; Dr. H. Entang Adhy Muhtar, M.S; (Alm) Prof. Dr. H. Dede Mariana, M.Si.

Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Padjajaran Prof. Dr. Med Tri Hanggono Achmad, dr.; Dr. R Widya Setiabudi. S.SIP, S.Si, MT, M.Si (Han); Dr. Santoso Tri Raharjo, S.Sos, M.Si; Dr. Mohammad Benny Alexandri, SE, MM; Ida Widianingsih, S.IP. MA, Ph.D; Dr. Drs. H. Heru Nurasa, MA; para guru besar, dosen, dan seluruh pegawai Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.










Terima kasih kepada rekan-rekan dosen di Jurusan Admi-nistrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan; Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah MS dan (Alm) Prof. Dr. H. Tjahjo Sutisnawidjaja, MS.

Terima kasih selanjutnya kepada Bapak/Ibu di Dinas Pen-didikan Kota Bandung; Kepada sejumlah pihak sekolah; Drs. H. Ana Karyana; Ihat Solihat; Ibu Hj. Susi Susilawati; Usep Kurniawan; Hj. Kusmeni Hartadi; Bagian Marketing dan Kerja Sama Sabun Lifebuoy, Dettol, Bank BNI, BJB Kota Bandung; rekan-rekan Angkatan 2011 Program Doktor Adminitrasi Publik Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang selama ini telah berbagi suka dan duka serta motivasi dalam menyelesaikan studi.
























































2. Kebijakan dan Prioritas Pemerintah	41

3. Peranan Orangtua dan Masyarakat	43

4. Peranan profesionalisme dan manajerial	44




























1. Model Jejaring Kebijakan	71

2. Jejaring Kebijakan bagi Indonesia	79









4. Model-model Implementasi Kebijakan Publik	86





A. Kebijakan MPMBS di Kota Bandung	95

1. Gambaran Umum MPMBS di Kota Bandung	95







































Kebijakan strategis pendidikan nasional, sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pen-didikan Nasional, satu di antaranya adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS merupakan pendekatan manajemen yang harus diterapkan oleh sekolah dasar sebagai bagian dari satuan pendidikan dasar, berdasarkan standar pelayanan minimal.

Penerapan MBS di sekolah mendorong sekolah harus secara aktif, mandiri, terbuka, dan akuntabel melakukan berbagai pro-gram peningkatan mutu pendidikan, sesuai kebutuhan sekolah sendiri, disertai pembuatan keputusan secara partisipatif.












Indonesia sebenarnya menghadapi masalah mendasar, yaitu mutu pendidikan yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh sistem pendidikan di Indonesia yang buruk. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, pada 2001, rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain disebabkan oleh sistem pendidikan yang sentralistis atau terpusat.

Partisipasi masyarakat, khususnya orangtua, dalam penye-lenggaraan pendidikan di sekolah, selama ini sangat minim. Kebijakan penyelenggaraan yang bersifat sentralistis, hampir semua hal diatur secara teperinci dari pusat, menyebabkan sekolah kehilangan kemandirian, kreativitas, dan inisiatif mengambil kebijakan yang diperlukan, tanpa adanya petunjuk dari birokrasi pendidikan di atasnya.

Pemerintah melalui Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) memberikan otonomi luas kepada sekolah dengan mengikutsertakan masyarakat untuk mengelola sum-berdaya sekolah dan mengalokasikannya sesuai kebutuhan setempat.

Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat lebih memahami, membantu, dan mengontrol penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Bersama masyarakat, sekolah diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya sekolah dan meng-alokasikannya sesuai prioritas, kebutuhan, dan potensi setempat, serta mempertanggung jawabkannya, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.










gejala-gejala ketidakpuasan yang muncul dari masyarakat terhadap kinerja sekolah dan rendahnya mutu pendidikan.

Secara umum, MPMBS dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, serta mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah, antara lain, guru, siswa, Kepala Sekolah, karyawan, orangtua siswa, dan masyarakat, untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

MPMBS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mutu, pemerataan, dan relevansi. Peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan pengelolaan sumberdaya, partisi-pasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi.

Peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orangtua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, serta berlakunya sistem insentif dan dis-insentif.

Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui pe-ningkatan partisipasi pada kelompok tertentu, terutama masya-rakat tidak mampu. Sementara peningkatan relevansi, antara lain dapat dilakukan melalui fleksibilitas dan keleluasaan sekolah untuk melakukan pengembangan kurikulum sekolah, sesuai kebutuhan lingkungan.










Soedarsono (2002) tentang Peranan Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan; serta Fatah (2003) mengenai Landasan Manajemen Pendidikan.

Studi lainnya, Muchlis DP, dkk. (2004) tentang Strategi Memacu Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan; Suwandi (2004) dari Pusat Studi Kebijakan Balitbang Kemdiknas Jakarta, membahas mengenai Kajian Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah pada Pendidikan Menengah; Sadiman (2005) membahas Implementasi Manajemen Pe-ningkatan Mutu Berbasis Sekolah dengan mengambil lokus di SD Islam Alhilal dan SD Negeri Pucangan 03 Kartasura.

Selanjutnya, studi Yuliana (2006) membahas Kemampuan Kepala Sekolah dalam Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Nirsamsu (2007) meneliti Manajemen Penjamin Mutu dalam Pengelolaan Sekolah; Ramadhan (2008) menulis Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri; Susanto (2009) meriset Rekonstruksi SMK Pancasila menjadi Sekolah MPMBS Penuh Bertaraf Internasional sebagai Upaya Peningkatan Mutu dan Daya Saing Secara Nasional dan Global.










Ditinjau dari Dimensi Context, Input, Process, Output, dan Outcome,

Studi Heri (2010) membahas Evaluasi Pelaksanaan Mana-jemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul, Subandono (2011) membahas Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Membentuk Motivasi Kerja Guru, Setianingsih (2012) membahas Peran Kepala Seko-lah dalam Aktualisasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di MAN Kota Kediri.

Sari Febriana (2012) meneliti Peran Kepala Sekolah dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), sedangkan Nurmaini (2012) membahas Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).

Sementara itu, studi yang dilakukan Penulis, melihat imple-mentasi kebijakan MPMBS dari segi jejaring kebijakannya.

Melalui sistem MPMBS, sekolah dan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sekolah sesuai dengan kemampuan dan tuntutan sekolah. Dengan kemandirian yang diberikan ini, sekolah diharapkan lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang direncanakan.










Saat ini, mutu pendidikan belum kunjung membaik, bahkan tidak berhasil. Mengapa demikian?

Pertama, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku atau materi ajar, dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, secara otomatis, lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output yang bermutu, sebagaimana diharapkan.

Kedua, pembangunan pendidikan saat ini tidak hanya ter-fokus pada penyediaan faktor input pendidikan, tetapi harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. Input pendidikan merupakan hal yang mutlak; harus ada dalam batas-batas ter-tentu.

Ketiga, saat ini pendidikan akan menghadapi tantangan dalam hal pembiayaan pendidikan oleh daerah. Dinas Pendidikan Kota Bandung menyebutkan, baru 10% SD Negeri di Kota Bandung yang dapat menyediakan anggaran memadai untuk pendidikan. Padahal, Pemerintah Daerah harus menyediakan prasarana dan sarana pendidikan, seperti gedung sekolah dan peralatan praktikum memadai. Fasilitas WC murid dan taman-taman terkadang tidak terurus. Belum lagi, pola belajar-mengajar seadanya tidak melahirkan inovasi baru dalam peningkatan proses pembelajaran.










tergantung pada pemerintah pusat. Semua pembiayaan sekolah dasar negeri tergantung kebijakan dari pemerintah daerah setempat.

Pada pelaksanaan proses pembelajaran, selama ini, se-kolah-sekolah menyelenggarakan pendidikan dengan segala keterbatasan yang ada. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan sarana-prasarana, ketersediaan dana, serta kemampuan guru untuk mengembangkan model pembelajaran yang efektif.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan-dar Nasional Pendidikan disebutkan dalam Pasal 19 sampai dengan 22 tentang Standar Proses Pendidikan. Di sana tertulis bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diseleng-garakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menan-tang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, adanya ketela-danan pendidik, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran.










Sebagaimana diberitakan Pikiran Rakyat1, banyak guru SD Negeri di Kota Bandung yang belum menguasai komputer dan internet. Menurut Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Kota Bandung, hanya sebagian kecil guru yang sudah menguasai teknologi tersebut, padahal menguasai komputer justru akan mempermudah tugas guru. Misalnya, ketika memproses nilai-nilai siswa. Terutama guru-guru yang sudah lama mengabdi, sedikit sekali yang mampu menguasai komputer dan mengakses internet, apalagi guru-guru SD.

Sekarang ini, pada umumnya, kemampuan penguasaan teknologi informasi para guru SD, kalah oleh para siswanya. Padahal, penguasaan teknologi informasi akan mempermudah tugas rutin para guru. Selama ini, tugas tersebut dilakukan guru secara manual. Kurangnya penguasaan komputer bukan karena tidak tersedianya sarana komputer di sekolah, namun karena kurangnya kemampuan dan kemauan, sehingga komputer lebih banyak digunakan oleh bagian tata usaha. Akibatnya, saat seorang guru memerlukan jasa komputer, cenderung meminta bantuan tenaga karyawan tata usaha.














Bagaimana dengan mutu pendidikan di Kota Bandung? Jawabannya, masih rendah. Sekolah Dasar Negeri di Kota Ban-dung masih tergantung pada biaya operasional pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sesuai apa yang dikemukakan Gubernur Jawa Barat, Bantuan Operasional Sekolah atau BOS yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat mulai tahun 2015 sudah dihapus, khusus untuk jenjang SD dan SMP.

Penghapusan dilakukan karena menurut perhitungan Peme-rintah Provinsi Jawa Barat, dana BOS yang berasal dari pusat ditambah dengan dana BOS APBD Kabupaten/Kota telah dapat membiayai operasional sekolah pada jenjang tersebut.2

Kota Bandung baru menyosialisasikan kebijakan penyusunan, penggunaan, dan pelaporan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), sehingga belum ada keseragaman posting RKAS antar-satu sekolah dan sekolah lainnya.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan rencana kerja sekolah atau rencana jangka menengah yang di-susun empat tahunan. Ada pula Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS). RKAS menjadi salah satu syarat mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017.3















kepada pelaku. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung menyata-kan belum bisa menjatuhkan sanksi kepada sejumlah Kepala Sekolah yang terindikasi melakukan pelanggaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bandung 2013. Menurutnya, penjatuhan sanksi harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.4

Tidak ada pula kekompakkan kinerja antara pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung. Tidak ada kekompakan kinerja di antara pejabat di lingkungan Disdik, sehingga sering terjadi multi-tafsir ketika sampai di lapangan.5 Selain itu, terdapat kelambanan dalam rekrutmen dan periodisasi masa tugas Kepala Sekolah, sehingga beberapa Kepala Sekolah yang habis masa jabatannya terlambat diberhentikan.6

Terakhir, Dinas Pendidikan juga membebankan biaya kepada sekolah, apabila menggelar suatu kegiatan.7

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pendidikan Kota Bandung tersebut maka implementasi kebijakan MPMBS di sekolah dasar negeri yang ada di Kota Bandung menemui be-berapa hambatan sebagai berikut.





5.	Wawancara dengan Ketua Forum Aksi Guru Indonesia, Iwan Hermawan, Senin (28/9/2015).
6.	ibid.










Kedua, resistensi terhadap perubahan karena kepentingan, ke-tidakmampuan secara teknis, dan manajerial.

Ketiga, kesulitan dalam menerapkan kebijakan MPMBS dalam kemandirian, kerja sama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Keempat, belum optimalnya partisipasi pemangku kepentingan sekolah. Kelima, belum optimalnya teamwork yang kompak dalam penerapan MPMBS.

Ada dua institusi utama yang menjadi ujung tombak ke-bijakan MPMBS di Kota Bandung, yakni Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Keduanya dianggap sebagai perwakilan partisipasi masyararakat dalam pendidikan, khususnya sekolah.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat guna menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Hal tersebut memerlukan strategi besar, dan tidak bisa langsung diterapkan MPMBS, tanpa didahului diagnosis ter-hadap masyarakat. Kebijakan MPMBS sulit dilaksanakan untuk memperbaiki pendidikan, karena selain kesiapan sekolah dan masyarakat, birokrat pendidikan juga menjadi masalah penting.










Pendekatan jejaring (network approach) dalam kebijakan publik mengalami perkembangan pesat dengan pertumbuhan organisasi cluster dan quango sebagai hasil interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia pendidikan dapat meningkatkan mutu sumberdaya manusia. Upaya peningkatan kualitas ini secara otomatis harus didukung semua pihak yang terlibat dalam jejaring kebijakan, dimulai dari pemerintah se-bagai pemegang kebijakan, pengelola sekolah, dan masyarakat yang merupakan bagian dari stakeholders pendidikan.

Masyarakat yang merupakan golongan orangtua sebagai jejaring pertama membentuk Komite Sekolah. Komite ini di-bentuk dengan harapan agar dapat melaksanakan empat peran, yakni sebagai advisory agency, supporting agency, controlling agency, dan mediator antara sekolah dengan masyarakat. Pelak-sanaan empat peran tersebut secara optimal diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Hubungan kelembagaan antara Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah dan guru bukan hubungan hierarkis—biasanya, pada struktur organisasi dihubungkan dengan tanda garis— tetapi merupakan hubungan kemitraan bersifat koordinatif— biasanya pada struktur organisasi dihubungkan dengan garis putus-putus.










Dewan Pendidikan merupakan badan bersifat mandiri yang tidak mempunyai hubungan hierarki dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. Posisi Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Satuan Pendidikan, dan Lembaga-lembaga Pemerintah lainnya mengacu kepada kewenangan masing-masing, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Peran yang dijalankan Dewan Pendidikan adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Badan tersebut juga berperan sebagai pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.

Di samping itu, Dewan Pendidikan berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, serta mediator antara Pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat dan dapat ditambah dengan unsur birokrasi (legislatif). Unsur masyarakat dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan, tokoh masyarakat (ulama, budayawan, pemuka adat, dan lain-lain), juga anggota masyarakat yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan atau yang dijadikan figur di daerah.










berbeda pada bagian yang berbeda. Dengan adanya koordinasi tugas untuk tiap-tiap bagian atau lembaga, pekerjaan akan dikerjakan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.8

Agar implementasi kebijakan MPMBS berjalan secara baik maka masing-masing lembaga (Komite Sekolah, Guru, dan Kepala Sekolah) harus memahami tugas, kewajiban, fungsi, dan peran masing-masing lembaga serta membutuhkan koordinasi.

Dengan menelusuri kemunculan MPMBS di Kota Bandung, berkaitan erat dengan masuknya dana bantuan dari negara dan lembaga asing. USAID PRIORITAS merupakan bagian kesepakatan Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan program peningkatkan kualitas akses pendidikan dasar (SD/MI, SMP, dan MTs). Hal itu sudah terjadi, jauh sebelum Depdiknas menjadikan MPMBS sebagai kebijakan nasional pada tahun 2000.

Dengan berbagai negara dan organisasi pemberi dana maka model pelaksanaan MPMBS-nya pun berbeda-beda. Misalnya, untuk wilayah SD Negeri Merdeka dan SD Negeri Karang Pawulang, USAID sudah menjadi pelopor.














Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk, yakni UNNES dan IAIN Walisongo Semarang.

Berbagai sekolah mitra berkesempatan mengembangkan

Program USAID dalam mengantarkan anak didiknya menuju

Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM).9

Sekolah yang sudah dapat menjalankan jejaring MPMBS cenderung dapat mengoptimalkan mutu pendidikannya, terutama di bidang fasilitas sarana prasarana sekolah, personel (guru dan Kepala Sekolah), serta kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut. Dengan terjalinnya jejaring MPMBS yang optimal maka dapat dilihat, keadaan fisik sekolah akan lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang jejaring MPMBS-nya tidak berjalan dengan baik.

Sekolah dasar negeri di Kota Bandung yang implementasi jejaring kebijakan MPMBS-nya sudah berjalan dengan baik mempunyai fasilitas, personel, dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, fasilitas kelas, kamar mandi, meja, kursi yang sesuai, karena sistem jejaring sekolah dengan pihak swasta sudah berjalan dengan baik.














Fenomena ini menunjukkan, dengan terbentuknya jejaring kebijakan MPMBS dapat mengoptimalkan mutu pendidikan di Kota Bandung.

Sekolah Dasar Negeri Karang Pawulang, Sekolah Dasar Negeri Merdeka 5, Sekolah Dasar Negeri Pajagalan 58, Sekolah Dasar Negeri Margahayu Raya Blok I, Sekolah Dasar Negeri Sukarasa, merupakan sekolah dasar negeri terkemuka di Kota Bandung yang sudah menjalankan jejaring kebijakan MPMBS.

Pengembangan budaya dilakukan dengan peningkatan sarana prasarana berupa rehabilitasi ruang kelas belajar, peningkatan kebersihan dan keasrian sekolah, membuat rambu-rambu atau slogan-slogan pengingat, serta memperbanyak tempat sampah.

Selain itu, membuat program pengelolaan sampah, tersedia-nya kelengkapan sarana dan prasarana untuk pengembangan bidang kesenian dan olahraga, serta media pembelajaran yang berteknologi tinggi, seperti tape recorder, sound system, CD interaktif, internet, kelas audio-video, netbook, dan in focus.10

Jejaring kebijakan dalam MPMBS bukan hanya menuntut peran serta atau keterlibatan para aktor sebagai partisipan, tetapi juga hubungan saling menguntungkan di antara partisipan dalam kerangka organisasi, yang terdiri dari Kepala Sekolah, guru, staf, Dewan Komite, masyarakat, serta lingkungan.

Pada dasarnya, MPMBS telah dilaksanakan di sekolah dasar negeri, meskipun dalam berbagai kategori tingkatan. Sebagian











sekolah dasar negeri telah menerapkan MBS dengan kategori baik, sedangkan sebagian lain, dalam kategori sedang. Ada pula sekolah dasar negeri dengan penerapan MPMBS berkategori awal atau kurang.

Sesuai konsep implementasi MPMBS, pengaturan satuan pendidikan sekolah berbasis pada potensi masyarakat dan lingkungan di sekitar sekolah. Menurut Mulyasa, agar MPMBS dapat berjalan secara optimal, diperlukan strategi dalam imple-mentasinya.11

Pertama, perlu dilakukan pengelompokan sekolah berdasar-kan kemampuan manajemen, dengan mempertimbangkan kon-disi lokasi dan kualitas sekolah. Dalam hal ini, sedikitnya akan ditemui tiga kategori sekolah, yaitu baik, sedang, dan kurang, yang tersebar di lokasi-lokasi maju, sedang, dan ketinggalan.

Perbedaan kemampuan manajemen mengharuskan perlakuan yang berbeda terhadap setiap sekolah, sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing dalam menyerap paradigma baru yang ditawarkan MPMBS.

Kedua, penetapan implementasi MBS melalui tiga tahap, yaitu jangka pendek, yakni tahun pertama sampai dengan tahun ketiga; jangka menengah, yaitu tahun keempat sampai dengan tahun keenam; dan jangka panjang, yakni setelah tahun keenam.

Ketiga, implementasi MPMBS memerlukan seperangkat peraturan dan pedoman-pedoman umum yang dapat dipakai


11.	Mulyasa. E. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik,










sebagai pedoman dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan. Pelaksanaan implementasi perlu diperkenalkan sejak awal, melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan, sejak pelaksanaan jangka pendek.

MPMBS di Indonesia dirintis oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional—sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan—beserta pemerintah daerah, dengan bantuan The United Nations Children’s Fund (UNICEF) dan United Nations Educational Scientific and Cultural Orga-nization (UNESCO) sejak tahun 1999 di 7 kabupaten pada 4 provinsi.

Setelah dinyatakan berhasil pada beberapa sekolah piloting, program MBS memperoleh bantuan pendanaan dari donor, baik dari dalam maupun luar negeri, antara lain NZAID, AusAID, USAID, Plan International, Citibank, Save the Children, JICA, dan Kartika Soekarno Foundation. Implementasi program MPMBS di Indonesia dievaluasi pada tahun 2000, 2002, 2005, dan 2010.











Pada tahun 2010, program Creating Learning Communities for Children (CLCC) mengadakan monitoring dan evaluasi implementasi MPMBS di Indonesia yang hasilnya antara lain sebagai berikut.

Pertama, tim MBS di tiap-tiap daerah bervariasi dalam hal latar belakang personelnya, kepemilikan program kerja, dan kesolidan dalam bekerja sama. Kedua, antisipasi daerah dalam memberikan dana implementasi MBS yang beragam dengan rentangan, mulai miliaran rupiah sampai tidak mengalokasikan sama sekali.

Ketiga, gugus sekolah memiliki struktur organisasi yang jelas, tugas dan fungsi direncanakan dengan baik, serta melak-sanakan program kerja secara rutin. Keempat, MBS di sekolah yang dijadikan pilot project, diimplementasikan 95% untuk tingkat sekolah, 91% Kepala Sekolah, 80% guru, dan 35% anggota Komite Sekolah.

Kelima, terkait manajemen sekolah, mayoritas sekolah memiliki rumusan visi dan misi yang bisa dimengerti anggota Komite Sekolah, memiliki perencanaan sekolah dan memiliki persentase yang tinggi dalam melaksanakan rencana tersebut, serta memiliki rencana program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran untuk tiap pokok bahasan.










kelas. Keterampilan guru dalam mengevaluasi proses belajar perlu dikembangkan lebih lanjut. Pengorganisasian peserta juga didik kurang baik. Buku-buku sumber belajar banyak yang tidak berkualitas dan pembelajaran individual kadang-kadang kurang diminati peserta didik.

Ketujuh, terkait partisipasi masyarakat, prinsip kerja sama telah diimplementasikan oleh mayoritas sekolah. Rata-rata sekolah belum memiliki persediaan air bersih dan toilet yang baik.

Untuk mengatasi masalah di atas, diperlukan model ke-bijakan yang dapat membantu kelancaran proses belajar meng-ajar di sekolah, terutama pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang ada serta peningkatan mutu pendidikan di Kota Bandung. Caranya, melihat sudut pandang pengelolaan pendidikan dengan jejaring kebijakan dalam implementasi kebijakan MPMBS.

Oleh karenanya, Penulis mengkaji jejaring kebijakan dalam implementasi kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di sekolah dasar negeri Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, jejaring kebijakan dalam implementasi kebijakan MPMBS di sekolah dasar negeri Kota Bandung belumlah efektif.










kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan mem-berdayakan sumberdaya yang tersedia.

MPMBS mulai diterapkan di sejumlah sekolah di Indonesia, termasuk penyelenggaraan pendidikan dari pola sentralistis menjadi desentralistis. Artinya, pendidikan diserahkan secara otonom kepada provinsi, kota, kabupaten, dan sekolah setempat.

Sehubungan dengan itu, Indra Jati Sidi mengemukakan empat isi kebijakan penyelenggara pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi dalam rangka peningkatan mutu, relevansi, efisiensi, dan pemerataan pelayanan pendidikan.12

Pertama, peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan cara menetapkan tujuan standar kompetensi melalui konsensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Kedua, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah (MBS).

Ketiga, peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis pada masyarakat. Keempat, penyertaan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang ber-keadilan. Penerapannya melalui pola pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan.

Keberhasilan MPMBS ditentukan oleh manajerial yang kokoh, sehingga Kepala Sekolah dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan. Demikian halnya penataan penampilan fisik sekolah dari tahun ke tahun yang


12.	Indra Jati Sidi. 2000. Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma










mengalami perubahan lebih maju, sehingga dapat menumbuhkan daya kreativitas, disiplin, dan semangat belajar peserta didik. Dalam kerangka inilah diperlukan implementasi MPMBS.

Mengimplementasikan MPMBS secara efektif dan efisien haruslah ditunjang dengan Kepala Sekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta wawasan yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya. Wibawa Kepala Sekolah diarahkan pada peningkatan sikap kepedulian, semangat belajar, disiplin kerja, dan keteladanan.

Studi ini mengambil Teori Jejaring Kebijakan dari Smith untuk membahas implementasi kebijakan MPMBS di sekolah dasar negeri Kota Bandung, dengan asumsi bahwa interaksi di antara para aktor dalam jaringan menentukan cara, teknik, strategi kebijakan harus diimplementasikan sebagai inti dari network governance yang memfokuskan pada jaringan inter-organisasional.

Pendapat Smith diterangkan E.S. Quade (1977) dalam buku berjudul Analysis for Public Decisions terbitan Elsevier New York.13

Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith memandang proses implementasi ke-bijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, di mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.











Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel. Pertama, idealized policy, yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempe-ngaruhi, dan merangsang target group untuk melaksanakannya.

Kedua, target groups, yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi, se-bagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena, kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.

Ketiga, implementing organization, yaitu badan-badan pelak-sana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.

Keempat, environmental factors, yakni unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.
















































 Feedback     Institutions





Smith menyatakan, dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor-faktor ling-kungan yang mengakibatkan munculnya suasana agak memanas (tensional), kemudian diikuti tindakan tawar-menawar atau (transaksi).

Dari transaksi tersebut, diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

Ada empat variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik.

Oleh karena itu, terjadi ketegangan-ketegangan (tensions) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, di mana hal ini menghendaki penegakan institusi–institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut.

Ketegangan-ketegangan itu bisa juga menyebabkan per-ubahan-perubahan dalam institusi-institusi lini.










Jejaring antara birokrasi dengan stakeholder lainnya, seperti private (sektor swasta) dan segenap civil society (masyarakat madani) berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini menye-suaikan tuntutan publik untuk tercapainya pelayanan yang maksimal.

Jejaring (partnership) merupakan hubungan yang terjadi antara civil society, pemerintah, dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai satu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian.14

Dilihat dari kronologinya, perkembangan jejaring stakeholder antara birokrasi dengan stakeholder lainnya mulai terlihat sangat signifikan sebagai dampak reformasi administrasi negara yang menuntut kebutuhan akan jejaring kebijakan.

Perkembangan paradigma dari Old Public Administration (OPA) ke New Public Management (NPM), kemudian New Public Service (NPS) dan good governance menyebabkan tuntutan akan pembangunan jejaring kebijakan dalam proses kebijakan publik semakin signifikan. Hal ini adalah konsekuensi dari lokus publik sebagai negara menjadi masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam mekanisme administrasi publik.

Government yang semua menitikberatkan pada otoritas mengalami perubahan, menjadi governance yang menitikberat-kan pada kompatibilitas di antara aktor kebijakan, yaitu state











(pemerintah), private (sektor swasta), dan civil society (masya-rakat sipil).15

Salah satu komponen dari stakeholder adalah civil society. Civil society merupakan ruang tempat kelompok-kelompok sosial dapat eksis dan bergerak. Secara umum, yang dimaksud dengan kelompok sosial meliputi Organisasi Non-Pemerintah (LSM), institusi masyarakat di akar rumput, media, institusi pendidikan, organisasi keagamaan, dan lainnya.

Kelompok sosial tersebut dapat menjadi kekuatan penye-imbang dari pemerintah maupun sektor swasta.16 Pada budaya politik negara demokrasi, civil society beserta pemerintah me-miliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kebaikan bersama (public goods), seperti penyelenggaraan sekolah, pemberdayaan masyarakat miskin, mendirikan wirausaha, dan lainnya.

Hal ini selaras dengan tujuan negara. Sifat hubungan antara civil society dengan pemerintah (birokrasi) adalah penyeimbang, untuk memaksimalkan pencapaian tujuan.17

Sebagai contoh, pemerintah mendirikan sekolah negeri sebagai salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sementara civil society mendirikan sekolah swasta untuk me-nyeimbangkan kebijakan pemerintah mendirikan sekolah negeri agar kebutuhan publik akan pendidikan bisa terpenuhi. Hal


15.	Sri Sawitri. 2011. Jejaring Kebijakan Publik: Kerangka Baru Penyelenggaraan














ini selaras dengan tujuan governance untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang maksimal.

Private sector (sektor swasta) sebagai aktor dalam stake-holder juga memiliki peranan penting. Inti jejaring antara swasta dengan pemerintah adalah pemerintah memberikan dukungan tertentu terhadap investasi dan produksi oleh private sector melalui proteksi atau subsidi, terutama untuk memproduksi barang publik.18

Sering terjadi kesalahan kebijakan, kelemahan institusi, dan kegagalan tata kelola pemerintahan (policy institutional and governance failure) menyebabkan kontrol terhadap sektor privat saat ini yang tidak dapat diseimbangkan, sehingga terjadi eksternalitas. Perlu adanya penyeimbang, yaitu masyarakat (civil society). Koordinasi yang baik dari ketiga aktor, antara government (state) dengan sektor swasta dan civil society meng-hasilkan equrilibrium, menurut Emil Salim.19

Indonesia mengenal tiga jenis jejaring kebijakan, dengan fokus pada subsistem sebagai wadah jejaring. Pertama, jejaring kebijakan vertikal merupakan keterbukaan hubungan aktor dalam jejaring. Kedua, jejaring kebijakan horizontal, yaitu keterbukaan hubungan antar-aktor yang terjadi, hanya dalam tataran antar-subsistem kebijakan dan hanya bagi pembentukan opini elite.

Ketiga, jejaring Kebijakan Laba-laba, yaitu keterbukaan hubungan aktor-aktor antar-koalisi yang terjadi dalam tataran













antar-subsistem kebijakan dengan peran penengah sebagai pusat dari jejaring.

Solusi representatif implementasi jejaring di Indonesia ada-lah menggunakan model kebijakan laba-laba. Hal ini ditujukan untuk meminimalisasi refraksi, karena bentuk jejaring laba-laba memiliki integritas yang tinggi dan mampu menggerakkan kontribusi seluruh aktor dalam stakeholder.

Jejaring kebijakan tersebut memiliki karakteristik peran penengah dan bertugas menggiring koalisi yang terdiri dari sejumlah institusi publik dan privat pada seluruh tingkatan pemerintahan yang memiliki sejumlah kepercayaan dasar yang digunakan untuk menyusun peraturan, anggaran, dan sumber-daya manusia agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan kepentingan publik.

Jejaring kebijakan tidak mengacu kepada hubungan antar-aktor, tetapi lebih banyak pada keterkaitan antara hubungan-hubungan sosial yang lebih luas, seperti sektor sosial dan koalisi sosial yang lebih menguntungkan.20

Jejaring kebijakan merupakan semacam sistem politik yang terstruktur dengan bentuk yang berbeda yang lebih memper-hatikan governance dan hubungan antara pemerintahan dan pembuat kebijakan.

Model jejaring implementasi kebijakan MPMBS di sekolah dasar negeri Kota Bandung yang berjalan selama ini, secara jelas dapat dilihat pada bagan kerangka berikut.


20.	Marind B. and Renate Mayntz. 1991. Policy Networks: Empirical Evidence

















Organisasi Pelaksana		Sasaran (Kepala Sekolah,




































Dalam proses pembuatan kebijakan, lantas menghasilkan kebijakan untuk diimplementasikan berdasarkan empat varia-bel, yakni kebijakan ideal, sasaran kebijakan, pelaksana, serta lingkungan kebijakan.

Implementasi kebijakan MPMBS merupakan kebijakan yang tidak berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi di antara sasaran kebijakan, yaitu Kepala Sekolah, guru, Komite Sekolah, dan Dewan Pendidikan, pelaksana kebijakan (Dinas Pendidikan Kota Bandung), serta lingkungan kebijakan.

Dalam proses implementasinya, terjadi ketegangan yang bisa menimbulkan protes atau tawar-menawar di antara institusi untuk mewujudkan pola transaksi dan kelembagaan yang membentuk jejaring antara birokrasi dan stakeholder lainnya, seperti sektor swasta dan masyarakat madani.

Jejaring kebijakan harus dipahami sebagai struktural yang teratur dan spesifik dalam implementasi suatu kebijakan. Jejaring kebijakan merupakan bentuk baru dari politik pemerintah yang direfleksikan dalam suatu hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Model jejaring kebijakan yang tepat dibutuhkan dalam Implementasi kebijakan MPMBS di sekolah dasar negeri Kota Bandung.




































































Nanang Fattah menjelaskan, pelaksanaan Manajemen Pe-ningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) selalu mempunyai siklus atau proses yang dibedakan menjadi tiga jenis, yakni iden-tifikasi tujuan, tanggung jawab, dan tugas-tugas; pengembangan standar prestasi; serta pengukuran dan penilaian prestasi.21

Berhasil tidaknya MPMBS sangat tergantung pada pengelola di berbagai level untuk mengambil peranan, sesuai peran masing-masing (stakeholders), terutama kerja sama dengan masyarakat dalam menentukan kewenangan, pengadministrasian, dan inovasi kurikulum yang dilakukan oleh masing-masing sekolah.

Inovasi kurikulum lebih menekankan kepada peningkatan kualitas dan keadilan (eguitas), pemerataan (equalitas) bagi semua siswa, yang didasarkan pada kebutuhan peserta didik











dan masyarakat lingkungannya. Karena, pada hakikatnya, pen-didikan mempersiapkan generasi muda untuk tujuan terjun ke lingkungan masyarakat.

MPMBS memisahkan sistem informasi, penggunaan sumber, metode mengajar belajar dan pemerintahan (government). Orien-tasi MPMBS melibatkan aktor sekolah secara lebih luas dalam mendidik siswa dan memperbaiki kinerja organisasi (sekolah).

Dalam kaitan ini, Fattah menerangkan bahwa MPMBS mensyaratkan prinsip, adanya kebutuhan untuk berubah (sense of change) atau inovasi; adanya re-desain organisasi pendidikan; dan proses perubahan sebagai proses belajar.





MPMBS secara konsepsional akan membawa dampak pada peningkatan kinerja sekolah dalam hal mutu, efisiensi mana-jemen keuangan, pemerataan lewat perubahan kebijakan desen-tralisasi di berbagai aspek, seperti politik, edukasi, administrasi, dan anggaran pendidikan.




















































Hanson dan Illrick mengungkapkan keberhasilan mana-jemen berbasis sekolah (MBS) di Spanyol, yaitu menciptakan kualitas manajemen dan pendidikan sebagai strategi perbaikan kinerja sekolah yang mampu meningkatkan kemauan dan ke-mampuan Kepala Sekolah untuk memperbaiki proses belajar mengajar.23





MPMBS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi yang dinyatakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan lan-dasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang ber-kualitas dan berkelanjutan, baik secara mikro maupun makro.













masyarakat, bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas, mutu, dan pemerataan pendidikan. Hal-hal berikut sebagai penandanya.

1.	Peningkatan efisiensi dan efektivitas diperoleh antara lain dengan turut aktifnya masyarakat dalam mengelola sumber-daya masyarakat dan penyederhanaan birokrasi.

2.	Untuk peningkatan mutu dapat diperoleh, antara lain me-lalui partisipasi orangtua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, serta peningkatan profesio-nalisme guru dan Kepala Sekolah.

3.	Peningkatan pemerataan dapat diperoleh melalui partisi-pasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentraasi pada kelompok tertentu. Hal ini sangat me-mungkinkan, karena rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah sangat tinggi.24

Secara garis besar, tujuan MPMBS dapat diuraikan sebagai berikut.

1.	Membantu sekolah menjelaskan pengelolaan sekarang dan mendatang.

2.	Mendorong dan mendukung partisipasi masyarakat.

3.	Mendorong adanya pembuatan keputusan (decision making) di tingkat sekolah.

4.	Mendorong terciptanya ketentuan dalam perencanaan dan pelaksanaan.


24.	Mulyasa. E. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik,










Sukses atau tidaknya tujuan MPMBS sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah segala faktor pada diri pelaku pendidikan yang dapat mempengaruhi keberhasilan MPMBS, antara lain wawasan, kemampuan profesional, sikap mental, pengalaman lapangan, dan kemampuan bekerja sama.

Sementara faktor eksternal adalah segala pengaruh yang datang dari luar atau yang dapat menunjang keberhasilan MPMBS, meliputi sarana dan prasarana, lingkungan sekolah, pengawasan, dan kesejahteraan guru.

Berikut tujuan dari MPMBS.

1.	Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam megelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia.

2.	Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, melalui pengambilan keputusan bersama.

3.	Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya.

4.	Meningkatkan kompetisi yang sehat antar-sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan berikut.










2.	Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumberdaya lokal.

3.	Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik, seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah.





Manajemen MPMBS memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah disertai tanggung jawab. Keleluasaan sekolah dalam menentukan aktivitas pendidikan dapat memberi ruang gerak kepada Kepala Sekolah, guru, orangtua murid, dan masyarakat, sehingga inovasi, dedikasi, dan eksperimentasi akan selalu tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, pendidikan dapat dilakukan secara profesional.

MPMBS akan memunculkan Kepala Sekolah yang inovatif dan kreatif. Guru akan didorong melakukan aktivitasnya lebih profesional, karena kurikulum dapat dikembangkan sesuai de-ngan tuntutan peserta didik dan masyarakat. Begitu juga dengan orangtua didik yang dapat mengawasi secara langsung proses belajar anaknya. Kontrol pun dapat dilakukan oleh masyarakat.













Secara lebih jelas dapat dilihat bahwa manfaat dari MPMBS adalah sebagai berikut.

1.	Dengan kondisi setempat, sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru, sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugasnya.

2.	Keleluasaan dalam mengelola sumberdaya dan dalam me-nyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme Kepala Sekolah, dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah.

3.	Guru didorong untuk berinovasi.

4.	Rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat me-ningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat sekolah dan peserta didik.

D. Faktor-faktor yang Perlu Diperhatikan

Dalam melaksanakan MPMBS, Mulyasa menjelaskan be-berapa faktor yang perlu mendapatkan perhatian. Hal tersebut berkaitan dengan kewajiban sekolah, kebijakan, prioritas pemerintah, peranan orangtua, manajerial, dan pengembangan profesi.26

1.  Kewajiban Sekolah













monitoring dan pertanggungjawaban akuntabel. Di samping otonomi sekolah yang luas, kebijakan pemerintah pun tidak diabaikan. Pelayanan kepada peserta didik ditingkatkan, serta bersama masyarakat, dapat bekerja sama.

2.  Kebijakan dan Prioritas Pemerintah

Pemerintah pada kapasitasnya sebagai perumus tujuan nasional tentu menyusun skala prioritas. Oleh sebab itu, efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan, serta pedoman umum tentang MPMBS yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagai parameter jaminan keberhasilan pendidikan harus dilaksanakan secara efektif, sesuai dengan manajemen Sistem Pendidikan Nasional.

Peran dan fungsi Departemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah, sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2000 menyebutkan bahwa tugas pemerintah pusat, sebagai berikut.

a.	Menetapkan standar kompetensi siswa dan warga, peraturan kurikulum nasional dan sistem penilaian hasil belajar, penetapan pedoman pelaksanaan pendidikan, penetapan pedoman pembiayaan pedidikan, penetapan persyaratan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan maha-siswa.

b.	Menjaga kelangsungan proses pendidikan yang bermutu.










d.	Menjaga keberlangsungan pembentukan budi pekerti, semangat kebangsaan, dan jiwa nasionalisme, melalui program pendidikan.

Pemerintah daerah berperan memfasilitasi dan membantu staf sekolah, mengembangkan kinerja staf sekolah dan kinerja siswa, serta seleksi karyawan.

Terkait kurikulum, Pemda mengkhususkan tujuan, sasaran, dan hasil yang diharapkan, serta memberikan kesempatan ke-pada sekolah untuk menentukan metode, guna menghasilkan mutu pembelajaran.

Pemerintah kabupaten/kota menjalankan tugas dan fungsi berikut.

1.	Memberikan pelayanan pengelolaan atas seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta.

2.	Memberikan pelayanan terhadap sekolah dalam mengelola seluruh aset atau sumberdaya pendidikan, meliputi tenaga guru, prasarana dan sarana pendidikan, buku pelajaran, dana pendidikan dan sebagainya.

3.	Melaksanakan pemberian tugas pembinaan dan pengurus-an atas tenaga pendidik yang bertugas pada satuan pen-didikan.












3.  Peranan Orangtua dan Masyarakat

MPMBS memerlukan manajerial yang terampil, berdedikasi, inovatif, dan dapat menciptakan hubungan harmonis antara elemen pelaku pendidikan, terlebih mampu memberdayakan otoritas daerah, serta mengefisiensikan sistem, sehingga sekolah menjadi tumpuan pemikiran masyarakat, juga orangtua siswa, melalui Dewan Sekolah (school council), sehingga orangtua dan masyarakat dapat lebih memahami kebutuhan dan keinginan bersama, demi tercapainya tujuan pendidikan.

Menurut aliran-aliran baru dalam pendidikan dan pengajaran, selalu dianjurkan agar sekolah jangan menjauhkan diri dari masyarakat. Sekolah hendaknya menjadi cermin bagi masyarakat sekitar, serta dirasa oleh masyarakat bahwa sekolah adalah kepunyaan dan memenuhi kebutuhan mereka.

Komite Sekolah memiliki peran penetapan kebijakan-kebijakan yang lebih luas, yakni menyatukan dan memperjelas visi, baik untuk pemerintah daerah dan sekolah itu sendiri. Selainnya, menentukan kebijakan sekolah, visi, dan misi se-kolah dengan mengacu kepada ketentuan nasional dan daerah. Komite Sekolah menganalisis kebijakan pendidikan, melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, serta menyatukan seluruh komponen sekolah.










Mereka memberikan kesempatan untuk mengembangkan profesionalisme staf sekolah, melakukan eksperimen metode pengajaran, bertindak sebagai model dalam melaksanakan MPMBS dengan cara melakukannya sendiri, serta menciptakan jalur komunikasi antara sekolah dan Staf Pemda.

4.  Peranan profesionalisme dan manajerial

Pelaksanaan MPMBS menuntut Kepala Sekolah, guru, dan tenaga administrasi untuk berlaku dan bertindak secara profesional. Oleh sebab itu, apa yang diputuskan disertai dengan penuh pertimbangan, lebih-lebih bagi Kepala Sekolah yang harus memiliki hal-hal berikut.

a.	Kemampuan untuk berkolaborasi dengan guru dan masya-rakat.

b.	Kepahaman dan wawasan yang luas tentang teori pendidikan.

c.	Kemampuan memprediksi keadaan sekarang dan yang akan datang.

d.	Kemauan dan kemampuan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pendidikan secara efektif dan efisien.

e.	Kemampuan untuk memanfaatkan peluang dan mengon-septualisasikan arah baru yang lebih maju.












Untuk itu, dalam kerangka MBS, integritas dan profesio-nalitas Kepala Sekolah sangat dibutuhkan. Peran Kepala Sekolah memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai berikut.27

a.	Sebagai evaluator pengukuran, seperti kehadiran, kerajinan, dan pribadi para guru, tenaga kependidikan, administrasi sekolah, dan siswa.

b.	Sebagai manajer yang memahami dan mampu mengaplikasi-kan fungsi-fungsi manajerial (planning, organizing, actuating, dan controlling).

c.	Sebagai administrator, bertugas sebagai pengendali struktur organisasi (pelaporan dan kinerja sekolah), melaksanakan administrasi substantif (kurikulum, siswa, personalia, ke-uangan, sarana, humas, dan administrasi umum).

d.	Sebagai supervisor yang memberikan pembinaan atau bim-bingan kepada para guru dan tenaga kependidikan.

e.	Sebagai leader yang mampu menggerakkan orang lain agar melakukan kewajibannya secara sadar dan sukarela.

f.	Sebagai inovator yang cermat dan cerdas melakukan pem-baruan dan inovasi.

g.	Sebagai motivator yang memberikan semangat dan dorongan kepada para guru dan staf untuk bergairah dalam pekerjaan.

Kepala Sekolah juga seorang designer, motivator, fasilitator, dan liaison. Sebagai designer, ia membuat rencana dengan











memberikan kesempatan agar tercipta diskusi-diskusi secara demokratis, menyangkut isu dan permasalahan seputar sekolah dengan tim pengambil keputusan sekolah.

Sebagai fasilitator, Kepala Sekolah mendorong proses pengembangan kemampuan seluruh staf dan mampu menyediakan serta mempergunakan semua sumberdaya untuk pengembangan sekolah.

Sebagai liaison atau penghubung sekolah dengan dunia di luar sekolah, Kepala Sekolah membawa ide-ide baru dan hasil-hasil studi di sekolah dan mampu mengkomunikasikan kinerja dan hasil sekolah kepada stakeholders di luar sekolah. Kepala Sekolah mampu memberikan pembinaan (mental, moral, fisik, dan artistik) kepada para guru dan staf serta para siswa.

E. Ciri dan Karakteristik































Manajemen	kualitas	kan staf dan	kasi sumber-










rencana	kan kurikulum	yang memi-	dana sekolah











































































Output	Akademik	Nilai NEM menjadi lebih
		tinggi
		
	Non-akademik	Prestasi olahraga dari nomor
		2 menjadi nomor 1
		







	Manajemen yang	Analisis kebutuhan dan
	efektif	perencanaan yang tepat
		
	Memiliki budaya	Informasi kualitas untuk
	mutu	per baikan, bukan untuk
		mengkontrol
		Kewenangan sebatas
		tanggung jawab. Hasil diikuti
		reward dan punishment.
		Imbal jasa sepadan dengan
		pekerjaan
		
	Memiliki teamwork	Output adalah hasil kolektif,




















































































Memiliki harapan	Kepala Sekolah memiliki
prestasi yang	komitmen dan motivasi
tinggi	tinggi untuk mutu
	Guru dan karyawan memilki
	komitmen dan motivasi














	Aturan main yang jelas.
	Kendali mutu yang berjalan
































sekolah dalam penyelenggaraan sekolah harus mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan partisipasi.
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